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PENDAHULUAN

Uang telah digunakan sudah sangat lama dan merupakan salah satu penemuan
manusia yang menakjubkan. Uang mempunyai sejarah yang panjang serta mengalami
beberapa kali perubahan yang sangat besar saat dikenal manusia. Tidaklah mudah untuk
menerangkan pengertian uang itu secara singkat, jelas, dan tepat. Akan tetapi didunia ini
siapa yang tidak tahu uang, mulai yang dari anak-anak hingga yang sudah berumur
semua tahu mengenai uang itu. Seperti yang kita bayangkan uang ialah suatu benda
yang dapat ditukarkan dengan benda lain, menilai benda lain, dan dapat kita simpan.
Fungsi uang bermacam-macam, yaitu alat tukar (medium of exchange), alat penyimpan
nilai (store of value), satuan hitung (unit of account), dan ukuran pembaran yang
tertunda (standard for deffered payment) (Widianita, et al., 2023). Zaman dahulu
menyimpan uang sangatlah beragam ada yang menyimpan uang di dalam sarung bantal,
menyelipkan pada sisi kopiah, menabung pada lubang batang bambu atau menabung
pada celengan bentuk ayam dan masih banyak lagi. Akan tetapi di zaman sekarang cara-
cara tersebut sudah tidak sangat efektif dan tidak kekinian.

Di zaman yang sangat modern ini semua bisa diakses melalui secara Online.
Cukup dengan satu genggaman tangan saja sudah bisa membantu permasalahan yang
ada, khususnya kegiatan dalam bertransaksi. Contoh saja ketika kita melupakan sebuah
dompet, padahal fungsi dompet ini sangatlah penting bagi semua orang. Selain
menyimpan uang, dompet juga menyimpan kartu-kartu lain. Jika kita melupakan sebuah
dompet kita tidak bisa membayar makanan, membayar transportasi, dan masih banyak
lagi. Akan tetapi, pada zaman digital tidak ada lagi yang namanya tertinggal dompet
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dikarenakan inovasi terbaru berupa transaksi secara online atau secara elektronik.
Transaksi ini merupakan salah satu ide dari perkembangan sebuah teknologi yang
memberikan sebuah kemudahan dalam hal bertransaksi bagi masyarakat, yaitu dengan
menggunakan smartphone dan koneksi internet (Handayani dan Soeparan, 2022).

Dalam melakukan transaksi pembayaran biasanya mengikutsertakan kedua belah
pihak yaitu pembeli dan penjual, sebuah transaksi akan dikatakan berhasil ketika adanya
transaksi pembayaran kepada pembeli. Pada era digital untuk melakukan transaksi tidak
hanya antara pembeli dan penjual saja, tetapi adanya keterlibatan piak ketiga atau bisa
disebut dengan pihak penyedia pembayaran digital (Iradianty, 2021). Fungsi dari pihak
ketiga yaitu menyediakan dan meneruskan transaksi pembeli ke jaringan keuangan
penjual. Sehingga keberhasilan suatu transaksi dapat dilihati dari perangkat seluler
pribadi.

Menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII),
Indonesia menggunakan internet sudah mencapai 215,63 juta orang masa waktu 2022-
2023. Tentu saja dibandingkan dengan periode sebelumnya, data tersebut mengalami
peningkatan sebesar 2,67% dari 210,03 juta orang (Kandau dan Munawaroh, 2023). Hal
ini setara dengan jumlah penduduk Indonesia sekitar 78,19% dari keseluruhan, yaitu
275,77 juta jiwa. Menurut Klasifikasi jenis kelamin, tingkat penggunaan internet pada
laki-laki di Indonesia lebih banyak daripada pengguna perempuan. Sedangkan data
tahun 2021 tingkat penggunaan internet pada wilayah kota sebesar 71,81%, namun di
daerah pedesaan hanya sebesar 49,30% (Kandau dan Munawaroh, 2023). Tentu saja hal
ini menimbulkan kesenjangan antara penggunaan internet di kota dan daerah.

Dengan adanya data di atas, banyaknya pengguna internet memunculkan
perubahan ekonomi yang awalnya konvensional atau berbasis tunai menjadi ekonomi
digital. pada era digital ini untuk melakukan pembayaran dapat dilakukan menggunakan
banyak aplikasi dan didukung oleh jaringan internet yang baik. Oleh karena itu Bank
Indonesia memperbaiki Sistem Pembayaran Indonesia dengan adanya Quick Response
Code Indoensia (QRIS). Pada sistem ini dibentuk oleh Bank Indoensia dan Asosiasi
Sistem Pembayaran Indonesia(ASPI) menggunakan standar internasional guna
mendukung sistem pembayaran yang lebih luas dijangkau.

QRIS terus dikembangkan untuk mempermudah transaksi di Indonesia. Dengan
sistem QR Code dapat membantu semua pelayanan menjadi cepat hanya dengan satu
kode saja. Selain itu Bank Indonesia sudah menetapkan bahwa QR Code harus
dibarengi dengan QRIS. tentu saja terbentuknya sistem tersebut mempermudah semua
orang untuk melakukan transaksi di manapun dan kapanpun. Hadirnya sistem
pembayaran digital juga digemari karena banyak diskon ataupun reward bagi
penggunanya (Kusumaningrum dan Dewi, 2020).

Pengguna QRIS semakin berkembang dengan cepat di kalangan pelaku usaha
karena penggunaan QRIS ini sangat memudahkan untuk setiap transaksi jual beli yang
dilakukan olehn UMKM. Apalagi di era ekonomi digital saat ini, para pelaku usaha harus
beradaptasi dan berinovasi menghadapi model bisnis yang terus berkembang ini.
Ditambah sejak pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, transaksi QRIS meningkat
88% dari Maret 2020 (Mahyuni dan Setiawan, 2021). Sehingga banyaknya pelaku usaha
mendaftarkan tokonya ke QRIS. Dikarenakan permintaan masyarakat yang semakin
berpindah pada pembayaran digital. Terutama di kalangan generasi Z, banyak dari
mereka lebih suka cashless, daripada repot membawa uang cash.

Meski demikian, tidak seluruh lapisan masyarakat suka dengan adanya transaksi
digital. apalagi, jika pembeli tersebut sudah berumur dan tidak pandai menggunakan
internet. Hal ini menjadi problematika tertentu bagi pelaku usaha ataupun konsumen.
Ada juga pelanggan yang lebih baik menggunakan uang tunai daripada transaksi digital.
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apalagi sekarang adanya kenaikan tarif mdr bagi para pelaku usaha, menimbulkan
perdebatan tersendiri. Oleh karena itu perlu dikaji mengenai manfaat dan permasalahan
penggunaan QRIS bagi kemajuan ekonomi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif
dengan pendekatan deskriptif, yaitu metodologi penelitian yang digunakan untuk
mencari segala bentuk data informasi guna memberikan solusi terhadap masalah yang
ada (Moleong, 2021). Teknik pada penelitian ini adalah teknik literatur review atau
studi pustaka. Sumber data yang diperoleh berasal dari karya ilmiah seperti jurnal,
artikel, tesis, disertasi, skripsi ataupun dokumen-dokumen yang mendukung untuk
memperbanyak keilmuan sesuai dengan tema penelitian. Selanjutnya analisis data
dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif Miles & Huberman (dalam
Sugiyono, 2021), yaitu teknik analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi
secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Dasar Quick Response Code Indonesia Standar

Pada tahun 2007 bulan April, Bank Indonesia melahirkan uang elektronik untuk
pertama kalinya. Pada penerbitan awal uang elektronik sekedar rupa chip yang
tertempel dalam kartu atau media lainnya (chip based). Seiring berkembangnya waktu,
sudah ada perantara baru yang dipakai dalam berbisnis yaitu dengan terkoneksi server
penerbit (server based). Dengan adanya media baru, pemerintah menetapkan peraturan
tentang barcode untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi yang
dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012 Pasal 1
Ayat 2 menjelaskan tentang Data Pembuatan Tangan Elektronik adalah kode pribadi,
kode biometric, kode kripotografi, dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda
tangan manual menjadi tantang tangan elektronik termasuk kode lain yang dihasilkan
dari perkembangan teknologi informasi.

QR Code (Quick Response Code) adalah sejenis kode dua dimensi yang terdiri
dari sejumlah titik-titik kecil (nodul) yang tersusun secara simetris dalam kotak
berwarna hitam atau putih. QR merupakan singkatan dari quick response atau respons
cepat, yang sesuai dengan tujuannya untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan
mendapatkan respons yang cepat pula. QR Code memiliki kemampuan memperoleh
tempat penyimpanan berbagai jenis data, termasuk data angka/numerik, alphanumerik,
biner, dan kanji/kana. Selain itu, QR Code memiliki ukuran yang lebih kecil daripada
barcode. Hal ini dikarenakan QR Code dapat menyimpan data secara horizontal dan
vertikal, sehingga ukuran gambar QR Code bisa menjadi hanya sepersepuluh dari
ukuran barcode. Kelebihan lainnya adalah QR Code memiliki ketahanan terhadap
kerusakan. Oleh karena itu, walaupun sebagian simbol QR Code terlihat kotor atau
rusak, data masih dapat disimpan dan dibaca dengan baik (Sitorus, et al., 2023). Oleh
karena itu, penggunaan QR Code ini membuat konsumen kerepotan karena masing-
masing QR Code yang berbeda-beda.

Tahun 2019, Bank Indonesia memutuskan standar kode QR pembayaran yang
disebut dengan QRIS. Quick Response Code Indonesia Standar disingkat QRIS (dibaca
kris) merupakan singkatan dari adalah penggabungan alat QR dari berbagai
Penyelenggaraan Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code (Bank
Indonesia, 2020). Tujuan dibuatnya adalah guna mempermudah sistem pembayaran
digital untuk memajukan daya guna perekonomian serta mengembangkan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM). Awalnya satu kode QR hanya dikenakan pada satu
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aplikasi pembayaran, namun dengan sistem pembayaran tersebut dapat dimanfaatkan
untuk seluruh aplikasi pembayaran digital. Bank Indonesia merencanakannya bersama
dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) untuk menggunakan QRIS
sebagai Standar Nasional Pembayaran hal ini tertuang dalam Peraturan Anggota Dewan
Gubernur No. 21/18/PADG 2019. Lalu untuk memberikan persiapan masa transisi maka
diberlakukan secara efektif sejak 1 Januari 2020.

Penggunaan QRIS hanya memerlukan satu QR Code oleh karena itu merchant
tidak perlu menyediakan beberapa QR Code untuk aplikasi lain. Konsumen dapat
memindai kode pembayaran yang tersedia tanpa perlu memastikan aplikasi pembayaran
yang dimilikinya harus sama dengan aplikasi pelaku usaha (Saputri, 2020). Dalam
menggunakan QR Code setiap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) harus
mendapatkan izin dari Bank Indonesia dan menggunakan logo dari QRIS. Dalam
menggunakan kode QRIS, setiap pelaku usaha harus membuka rekening pada salah satu
penyelenggara berizin Bank Indonesia, kemudian dapat digunakan dalam pembayaran
jasa atau produk.

Tahun 2022 regulasi tentang QRIS mengalami perubahan kedua kalinya, semula
diatur dalam pasal PADG NOMOR 21/18/PADG/2019 menjadi PADG No.
24/1/PADG/2021 pada tanggal 25 Februari 2022. Perubahan ini dilatar belakangi
dengan beberapa alasan pertama, transaksi yang difasilitasi untuk pembayaran QRIS
semakin banyak peminat. Kedua, dengan adanya sistem pembayaran tersebut dapat
meningkatkan keuangan pelaku usaha. Ketiga, mendorong digitalisasi ekonomi dan
keuangan yang efisien sehingga diperlukan peninjauan ulang tentang nominal transaksi
untuk mengurangi risiko. Peraturan yang diubah dalam PADG 2022 adalah tentang limit
besaran nominal transaksi. Mulanya nominal yang dipakai dalam satu kali transaksi
sebesar RP5.000.000 (lima juta rupiah), sekarang menjadi sebesar RP10.000.000
(sepuluh juta rupiah) tiap melakukan transaksi. Peraturan ini diberlakukan sejak tanggal
1 Maret 2022.

Penetapan Merchant Discount Rate

Dalam transaksi QRIS para pelaku usaha akan dikenakan beban biaya. Saat
melakukan transaksi, pelaku usaha akan dikenakan biaya jasa oleh Penyelenggara Jasa
Pembayaran (PJP) yang disebut dengan Merchant Discount Rate (MDR). Jumlah
besaran dan pendistribusi MDR akan ditentukan sendiri oleh Bank Indonesia sesuai
kategori yang ada. Sebagai regulator, Bank Indonesia memberikan bagian tersebut
kepada industri seperti lembaga issuer, lembaga switching, ASPI, dan Penyelesaian
Transaksi Elektronik Nasional (PTEN).

Alasan yang melatar belakangi penetapan biaya MDR adalah guna menutup biaya
yang timbul dari penyedia layanan QRIS serta menjaga keseimbangan layanan
transaksi. Konsumen tidak diperbolehkan untuk menanggung beban biaya tersebut
dengan kata lain menaikkan harga produk atau jasa, melainkan para pelaku usaha yang
harus membayarnya. Pada tahun 2023 terdapat modifikasi tarif MDR untuk usaha
Mikro. Pelaku usaha yang hasil penjualan tahunan tidak lebih dari RP3000.0000.000
(tiga ratus juta rupiah) yang sebelumnya tidak dikenakan biaya atau 0%, sekarang
dikenakan tarif sebear 0,3%.
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Tabel 1. Klasifikasi Tarif MDR Sesuai Dengan Kategori Yang Sudah Ditentukan
Bank Indonesia

Simulasi
Jenis Kategori Tarif MDR (%) . Tarif
Merchant Nilai | DR
Transaksi

Reguler Usaha Mikro (UMI) e 0% (<Rp100.00) Rp200.000 |Rp.600
 0.3% (>Rp100.000)

Usaha Kecil (UKE) e 0.7% Rp.1.400
Usaha Menengah (UME)
Usaha Besar (UBE)

Khusus Layanan Pendidikan e 0.6% Rp.1.200
SPBU, BLU dan PSO e 0.4% Rp.800
Government to People |« 0% Rp.0
(G2P), People to
Government (P2G)

Sumber: Bank Indonesia, 2020.

Kendati demikian, penetapan tarif menimbulkan pro dan kontra terhadap usaha
mikro. Pelaku usaha mikro yang mulanya tidak dikenakan tarif MDR, pada tahun ini
dikenakan sebesar 0,3%. Oleh karena itu, Bank Indonesia memberikan kekeringan
bahwa tarif MDR hanya dibebankan kepada transaksi di atas Rp100.000 (seratus ribu
rupiah). Peraturan tarif ini akan dilaksanakan paling lambat 30 November 2023 atau
paling cepat 1 September 2023.

Manfaat Penggunaan QRIS

Sesuai dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No.
11 tahun 2018 mengenai informasi dan transaksi elektronik yang mengatakan bahwa
setiap penyelenggara elektronik harus mengatur sistem elektronik secara andal, aman,
dan bertanggungjawab terhadap pengorasiannya. Maka Bank Indonesia mendirikan
QRIS untuk mempermudah transaksi dikalangan masyarakat, apalagi di masa sekarang
sistem elektronik tersebut banyak diminati. Tentunya dengan penerapan tersebut
dikarenakan memiliki banyak manfaat seperti pertama, hadirnya QRIS mempermudah
dan mempercepat transaksi pembayaran. Saat proses transaksi pembeli tidak harus
membawa uang tunai kemana-mana atau dengan jumlah banyak, sehingga hal ini
mempermudah pembeli untuk melakukan pembayaran dengan nyaman. Misalnya ketika
saat membeli barang lalu lupa tidak membawa tunai, maka kita bisa melakukannya
dengan QRIS tanpa repot mencari ATM.

Kedua, dengan ini mudah dipantau karena terdapat riwayat transaksi. Bagi
sebagian orang riwayat transaksi setiap pembelian merupakan hal yang penting. Jika
menggunakan QRIS kita bisa melihatnya di aplikasi, namun ketika kita melakukan
pembayaran melalui tunai maka hanya struk pembelianlah yang didapat. Sedangkan
struk pembelian tulisannya mudah hilang dan mudah terselip sehingga kita tidak punya
salinan lainnya. Dengan adanya riwayat tersebut memudahkan pembeli untuk membaca
karena real-time dan memudahkan untuk mengatur keuangan (Afriyanti, 2022).
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Ketiga, meningkatnya sektor bisnis di era digital. penggunaan QRIS
meningkatkan kinerja bisnis karena penjualan lebih mudah, dengan kata lain dapat
menyediakan dua pilihan pembayaran bagi pembeli yaitu tunai dan non tunai. Selain itu
membuat para pelaku wusaha update mengenai informasi digital dan dapat
mengembangkan usahanya dengan mudah. Keempat, penggunaan sistem tersebut
mengurangi risiko memeroleh uang palsu karena adanya kode QR. Dapat dikatakan
bahwa sudah mulai jarang melakukan transaksi tunai karena uang palsu tidak
berpengaruh terlalu signifikan bagi uang elektronik (Sekarsari, et al., 2021).

Kelima, mendorong efisiensi dalam perekonomian. Seorang individu pastinya
tidak lepas dari belanja di sektor ekonomi. Apalagi saat ini didorong dengan pemerintah
dan pesatnya perkembangan e-commerce, sehingga pelaku usaha dapat memanfaatkan
sistem tersebut karena pembayaran digital merupakan elemen penting dari sektor e-
commerce. Keenam, mempercepat laju keuangan inklusif. Pemakaian QRIS membuat
akses menjadi mudah dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat karena tidak adanya
beban biaya tambahan bagi pembeli.

Ketujuh, menghemat biaya operasional usaha. Dalam penggunaannya QRIS dapat
menghemat biaya operasional dengan mengurangi kebutuhan tentang perangkat
pembayaran keras lainnya. Misalnya penghapusan kasir dalam melakukan transaksi.
Dengan adanya QRIS pelaku usaha tidak perlu menyediakan kasir, karena penggunaan
QRIS bisa dengan ditempel saja lalu pembeli dapat melakukan transaksi. Kedelapan.
Keamanan bertransaksi. Dalam melakukan transaksi di QRIS, keamanan tentang data
pribadi seperti nama, alamat, nomor rekening akan tersimpan dengan aman karena
QRIS sudah memiliki izin serta diawasi oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia akan
memastikan penyelenggaraan layanan pembayaran digital dapat berjalan dengan aman
dan nyaman (OJK, 2021).

Problematika Penggunaan QRIS

Bank Indonesia mendirikan QRIS untuk mempermudah pembayaran sistem non
tunai dengan mempercepat laju inklusi serta memajukan para pelaku usaha. Sejak
diberlakukannya sistem pembayaran digital secara efektif sejak 1 Januari 2020, banyak
problematika yang dihadapi oleh semua kalangan baik dari pemerintah, pelaku usaha,
ataupun pembeli itu sendiri. Meski demikan, banyak juga manfaat yang dirasakan dalam
hadirnya sistem pembayaran digital. Dalam memajukan perekonomian digital maka
pemerintah dan lembaga eksternal seperti perbankan perlu kerja sama untuk memajukan
pelaku usaha agar beradaptasi dengan baik dan memanfaatkan kemungkinan sistem
digital baru yang terjadi di kemudian hari.

Dengan adanya sistem pembayaran digital problematika yang dihadapi di
kalangan masyarakat baik penjual ataupun pembeli yaitu pertama, proses aplikasi yang
rumit. Menurut beberapa pelaku usaha di Indonesia mengatakan bahwa untuk
mendapatkan kode QR dibutuhkan data dokumen yang banyak, sehingga para pelaku
usaha tidak mau mengurusnya. Kedua, Koneksi tidak stabil antara pembeli ataupun
penjual. Permasalahan ini sering terjadi sehingga menyebabkan kepanikan bagi kedua
belah pihak. Ketika mengalami kendala seperti ini, menghalangi kelancaran transaksi
bagi pelanggan lain. Apalagi bagi mereka yang benar-benar tidak membawa uang tunai
saat adanya kendala jaringan, hal ini membuat kebingungan bagi si pembeli.

Problematika yang ketiga, adanya biaya tambahan dan MDR. Pada tahun ini
pemerintah menetapkan tarif MDR sebesar 0,3% bagi pelaku usaha mikro yang
melakukan pembayaran di atas RP100.000 (seratus ribu) per transaksi. Dengan
penetapan ini tentu saja menimbulkan perdebatan dikalangan masyarakat. Para pelaku
usaha merasa khawatir karena adanya tarif MDR bisa menurunkan penghasilan mereka.
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Pemerintah melakukan penarikan harga guna untuk pembayaran biaya sharing dan
pengelolaan yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. meski tidak bisa diliat secara
nyata, tapi jika penetapan tersebut untuk pemanfaatan pada taraf internasional, masih
bisa dihitung karena untuk inovasi teknologi, internet, serta visa luar negeri (Oktavia,
2023). Oleh karena itu pedagang ogah untuk memakai QRIS karena besar atau kecilnya
tetap dianggap bagi pedagang. Kemudian banyaknya potongan diskon, otomatis
membuat pembeli tertarik tetapi percuma bila pelaku usaha tidak menyediakannya.

Problematika keempat yang dirasakan oleh pembeli yaitu dalam melakukan
instalisasi pada telepon seluler. Penggunaan aplikasi dengan sistem digital memerlukan
telepon seluler, akan tetapi ada kendala dengan memori penyimpanan yang tidak
memadai. Biasanya aplikasi tersebut memerlukan update, ketika sudah di perbarui maka
file penyimpanan bagi aplikasi tersebut akan bertambah besar. Banyak pengguna yang
tidak ingin memperbarui aplikasinya mengakibatkan aplikasi tidak bisa di buka ataupun
tidak lancar dalam penggunaannya, sehingga memilih untuk menghapus aplikasi
tersebut. Kelima, tidak meratanya merchant QRIS. Dengan adanya masalah ini,
mengakibatkan orang-orang yang sudah beralih pada cashless atau dompet digital sering
kali kesulitan ketika tidak tersedianya QRIS. Contohnya ketika Kkita bayar parkir yang
masih menerapkan sistem tunai, beberapa orang kesulitan untuk mencari uang tunai dan
harus meminjam kepada tukang ojek online.

Problematika yang keenam terletak pada keunggulan yang dimiliki oleh QRIS
untuk mewadahi informasi yang sangat banyak. Akan tetapi, keuntungan tersebut bisa
menimbulkan masalah serius. Salah satunya adalah penempelan kode QRIS palsu yang
ada di sejumlah masjid kawasan Jakarta Selatan. Kejadian tersebut tidak hanya di
masjid saja melainkan terletak pada beberapa lokasi sekitar 38 titik seperti Stasiun
Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan area terminal Bandara Soekarno-Hatta
(Kompas.com, 2023a). Hal ini bisa terjadi karena kode QRIS mempunyai kompleksitas
sendiri sehingga orang awam sulit untuk memahami dan membedakan antara kode asli
dan kode palsu. Menurut Alfons Tanujaya, nama dari penerima dana dapat diubah oleh
pemiliknya, sehingga hal tersebut memudahkan untuk melakukan pemalsuan data
(Kompas.com, 2023b). Oleh karena itu diperlukan tingkat keamanan data agar dapat
melindungi pengguna menggunakan aplikasi dengan aman dan nyaman.

Permasalahan ketujuh, kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia. Minimnya
literasi di Indonesia menyebabkan kurangnya masyarakat tentang penggunaan QRIS.
Permasalahan ini sering terjadi di daerah terpencil atau kota-kota kecil. Timbul masalah
ketika konsumen menanyakan tentang penggunaan atau permasalahan pembayaran
tersebut tetapi pelaku usaha justru tidak menjelaskan dan membuat pembeli
kebingungan. Beberapa pedagang masih menempelkan stiker kode QR yang berbeda,
padahal sekarang cukup dengan satu kode QR saja. Hal ini membuat pembeli
kebingungan, kode transaksi mana yang bisa digunakan.

KESIMPULAN
Dari hasil pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan tentang problematika

penggunaan QRIS, yaitu:

1. Adanya kendala jaringan yang membuat proses transaksi menjadi terhambat.

2. Proses pendaftaran yang rumit membuat beberapa pelaku usaha mengurungkan
niatnya untuk mendaftarkan.

3. Kenaikan tarif MDR bagi pelaku usaha mikro dikhawatirkan mengurangi pendapat
bagi penjual.

4. Maraknya penipuan kode QRIS palsu membuat masyarakat khawatir melakukan
transaksi digital.
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5. Memori penyimpanan pada telepon seluler yang digunakan oleh masyarakat tidak
semuannya dapat menampung kapasitas pembaruan yang ada.

6. Tidak meratanya merchant membuat masyarakat yang menggunakan dompet digital
merasa kesulitan.

7. Minimnya pemahaman masyarakat indonesia membuat transaksi qris sulit
dikembangkan.

SARAN

Setelah melihat permasalahan tersebut, sebaiknya masyarakat dari semua
golongan bekerjasama untuk membangun ekonomi digital yang lebih maju. Adapun
saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Harapan besar penulis untuk UMKM yang sedang merintis untuk bisa menggunakan
Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk mempermudah sistem
pembayaran dan penghitungan pemasukan yang telah dibayar oleh pelanggan dan
menambah ketertarikan pelanggan untuk menggunakan jasa atau barang yang
disediakan.

2. Sistem promosi produk melalui media social khususnya diharapkan agar dapat
terus dijalankan dan sangat perlu ditingkatkan karena teknologi semakin meningkat
yang menjadikan media social sebagai salah satu faktor keberhasilan sebuah
usaha dalam bersaing.
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